BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan
2.1.1 Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana
aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat
kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau
institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat
kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia
memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh
badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan  pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada
warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering

menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang,
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sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang
seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang
dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu)”. (Webster dalam Wahab, 2005:64).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu
dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke
negaraan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Van Meter dan VVan Horn
adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65).

Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart yang
dikutip oleh Winarno, bahwa implementasi adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik
yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno,
2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji

terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
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atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dalam melengkapi pengertian implementasi di atas, menurut George C.
Edwards 11l yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa implementasi kebijakan
adalah:

“Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang

merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan
sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga
akan  mengalami  kegagalan jika kebijakan tersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan”. (Edwards

Il dalam Winarno, 2002:125-126).

Jadi implementasi kebijakan dalam pembuatannya melalui adanya suatu
tahapan, tahapan tersebut dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh masyarakat
karena dengan melibatkan masyarakat maka pelaksanaan kebijakan tidak akan
berhasil. Akan tetapi walaupun kebijakan tersebut sudah tepat dan
mengikutsertakan masyarakat maka akan mengalami kegagalan yang diakibatkan
oleh kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu
apabila suatu kebijakan dapat berhasil maka dalam prosesnya harus melibatkan
masyarakat dan juga dalam mengimplementasikan kebijakan harus maksimal
sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan

swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk
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mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi
baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan
telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua
bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuali
definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan
tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi
merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator,
Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada
kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh
implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan
Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah
membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan (policy stakeholders).

2.1.2 Perspektif Imple mentasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau
pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang
diperkenalkan oleh Edwards 111 (1984: 9-10). Edwards Il mengajukan
pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua

pertanyaan pokok, vyakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan
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implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan
implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan
empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi,
yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur
organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi
Kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila
jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi,
kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya,
meliputi empat komponen vyaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi
yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana
terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating
prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi
dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1)
adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk
menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh
pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran
dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala
kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4)
awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya

waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.



26

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:5), terdapat dua perspektif dalam
analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu
politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya
dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir
Perang Dunia Il berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa
ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi,
tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif
dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem
terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif
organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap
pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif,
perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif
ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh
konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Ripley memperkenalkan pendekatan ‘kepatuhan” dan pendekatan
“faktual” dalam implementasi kabijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11).
Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini
memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan
terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis
karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat
dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis
yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang

tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang
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berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi
kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan
penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu
sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor
eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif.
Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang
juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang
mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980: 7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat
dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap
implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan
implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan
oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat
sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-
organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses
implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah
dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara
pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan
pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa

dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari
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sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau

sebaliknya.

2.1.3 Unsur-unsur Implementasi
Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan
yang mutlak harus ada yaitu:
1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan

3. Target group atau kelompok sasaran. (Tachjan (2006i:26)

1) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock &

Dimock dalam Tachjan sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan
yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta
perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan,
perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan
manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. (Dimock
dalam Tachjan”. (2006i:28)

2) Program Yang Dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-
tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Menurut

Terry dalam Tachjan program merupakan;

Suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang
mencakup penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda dalam pola
terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal
waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. Make
up dari sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur,
metode, standar dan anggaran. (Terry dalam Tachjan (2006:31)
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program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah
menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu
kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode,
standar dan budjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki,

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,

3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun
dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang

diperlukan (Siagiaan, 1985:85)

Grindle menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan;
“kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of
benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned),
status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program
(program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources
commited)”. (Grindle (1980:11)

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari

beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta

biaya dan waktu.
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2. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-
struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan
metode yang tepat.

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana
pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

(Tachjan, 2006i:35)

3) Target Group atau Kelompok Sasaran

Tachjan mendefinisikan bahwa:
“target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat
yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya
oleh kebijakan”. (Tachjan (20061:35)
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok
sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki
oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi

terhadap efektivitas implementasi.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik
perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan
secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap
implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka
akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards 111 (1980)
berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
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1. Bureaucraitic structure(struktur birokrasi)
2. Resouces (sumber daya)
3. Disposisition (sikap pelaksana)

4. Communication (komunikasi)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan
begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi

kebijakan.

2.1.4 Model Imple mentasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam
tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up.
Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit,
model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan
kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up
dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses
politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya
ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi
para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat
terlinat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor
kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai

aksiadministratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
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Gambar 2.1
Implementation as a Political and Administrative Process
(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World,
Princeton University Press, New Jersey, p. 11)
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T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut
harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada
gambar 2.1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai
wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke
dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program —
secara garis besar — dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.
Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran
program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui

dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun
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masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya
perubahan oleh kelompok sasaran.
Gambar 2.2
Model Linier Imple mentasi Kebijakan
(dikutip dari Baedhowi 2004 : 46-48)

Fase Agenda Fase Keputusan Fase Pelaksanaan
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Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan
publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004
47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang
terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau
dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi
kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang
dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih

baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
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Gambar 2.3
Model Interaktif Imple mentasi Kebijakan
(Thomas R. Dye. 1981. Understanding Public Policy, Prentice-Hall International,
Inc., Englewood Cliffs, NY)
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Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan
kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat
mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan
ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini

berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan
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dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase
pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar 2.3 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya
merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak
menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya
dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam
suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan
model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan
administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang
mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang
dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan
keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan.
Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks
implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut
Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana
kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah
model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain
menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model
interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut
dalam cara yang digunakan untuk mengukur Kkeberhasilan implementasi

kebijakan, beserta output dan outcomesnya.
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Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn
mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20).
Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam
bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya
mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan
dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan
oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari
Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan
penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi
menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk
dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula
dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi
kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan
yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup
kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19)
membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan
memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara
tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri,

pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.
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Gambar 2.4
Model Kesesuaian
(Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, h. 19)

PROGRAM

/\

Output Tugas

Kebutuhan = Kompetensi

PEMANFAAT > ORGANISASI
Tuntutan Putusan

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika
terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian
antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan
oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian
antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi
pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi
pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat
memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok
sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika
tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja
program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak
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dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki
kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka
organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika
syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh
kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program.
Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak
diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten
memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari
kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang
disesuaikan satu sama lain — program, pemanfaat dan organisasi — juga sudah
termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks
implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model

proses politik dan administrasi dari Grindle.

2.1.5 Kiriteria Pengukuran Imple mentasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur
Kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel
kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena
melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi
memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi
pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya

yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan
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lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika
lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan
dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan
implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka
akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.
Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan
merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya
terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan
Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan
birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur
dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua
program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (1990: 20-21, 31-40),
proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari
institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan
kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal,
(2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan
daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh
legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula
sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat

melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin
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besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut
dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan
kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan
secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau
kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana
kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana
hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana
mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan
dalam masyarakat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten juga
relevan digunakan (lihat kembali Gambar 3 dan penjelasannya) sebagai kriteria
pengukuran implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan kebijakan atau
program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara program
dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan
kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula
dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan
faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat
Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus
menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud
oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan,
(iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi
terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan

(vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
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Menurut Quade (1984: 310), dalam proses implementasi kebijakan yang
ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi,
kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan
dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut
diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai
bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan
gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis
implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola
interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk
mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat
mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah
untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu
biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab
mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam
lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier
yang mengembangkan ‘kerangka kerja analisis implementasi” (Wahab, 1991:
117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah
mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada
keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan
Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) mudah atau
sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk
mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel

politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam
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kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap
implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i)
kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase
kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup
perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk
mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi
tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di
antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (V)
rekruitmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar
kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial
ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang
dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan
kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Sedangkan
variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi
mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran
mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak

output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan.

2.2  Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota
Dalam Provinsi (AKDP)
Izin adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan

tingkah laku para warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin
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sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar
mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang
konkrit. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik
terhadap lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi
normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan
mana yang dapat diterapkan bagi suatu perizinan.

Konsekuensi jika izin tidak dilaksanakan sesuai dengan isinya maka
pemerintah selaku aparat penegak hukum melalui kewenangan diskresi
(discrectionary power) dapat menerapkan sanksi administrasi, dan pencabutan
izin, bahkan dalam hal terhadap indikasi adanya elemen-elemen tindak pidana,
sanksi administrasi dapat diterapkan bersama sanksi pidana.

Pengawasan terhadap proses pengangkutan diantaranya dilakukan dengan
pemberian izin trayek terhadap pengelola armada angkutan umum berdasarkan
peraturan  perundang-undangan.  Salah satu instrument  pengawasan
negara/pemerintah terhadap kegiatan usaha trayek adalah lembaga Dinas
Perhubungan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri No0.35 Tahun 2003 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Angkutan Umum setiap orang
pribadi dan atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pelayanan angkutan
penumpang umum dalam wilayah tertentu harus mendapatkan izin trayek dari
daerah terkait dengan mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Izin Trayek
melalui Dinas atau Badan yang mengeluarkan Surat Keputusan Izin Trayek dan

Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
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Dalam Keputusan Menteri No 35 Tahun 2003 pasal 42 bagian 1 dan 2
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Angkutan Umum
dijelaskan mengenai izin trayek berupa ;

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek.

(2) lzin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan
dokumen yang memiliki masa berlaku izin lima tahun dan apabila diperlukan
dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru yang terdiri dari :

a. Surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
3) nomor induk perusahaan;
4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;
6) masa berlaku izin;
b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
3) kode trayek yang dilayani;
4) jumlah kendaraan yang diizinkan;
5) jumlah perjalanan per hari;
6) sifat pelayanan;

7) masa berlaku izin;
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c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya
memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) nomor induk kendaraan;
4) tanda nomor kendaraan,
5) nomor uji;

6) merk pabrik;

7) tahun pembuatan;

8) daya angkut orang;

9) kode trayek yang dilayani;
10) kode pelayanan;

d. Kartu pengawasan kendaraan guna pengawasan dan evaluasi pelayanan
angkutan umum di setiap jalur trayek yang telah ditetapkan. Masa berlaku
kartu pengawasan dan jadwal jam perjalanan wajib didaftarkan ulang untuk
setiap 1 (satu) tahun sekali, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nomor induk kendaraan;
3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) trayek yang dilayani;

6) tanda nomor kendaraan,
7) nomor uji;

8) daya angkut orang;
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9) daya angkut bagasi;

10) kode trayek yang dilayani;

11) jenis dan sifat pelayanan;

12) jadwal perjalanan;

Berdasarkan Keputusan Menteri No.35 Tahun 2003 Pasal 19 (4) Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Angkutan Umum, Angkutan
Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang
melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan
ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan
pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

b. Pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat atau lambat ;

c. Dilayani dengan mobil bus besar atau mobil bus sedang, baik untuk
pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;

d. Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B, pada awal
pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;

e. Prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam
propinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar kota dalam propinsi

harus dilengkapi dengan :

a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi

kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
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b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan
dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang
kendaraan;

c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat
pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan
"ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI*

d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan
oleh masing-masing perusahaan angkutan;

e. Fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;

f. Tulisan standar pelayanan;

g. Daftar tarif yang berlaku.

Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. Kotak obat lengkap dengan isinya;

b. Alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat
merekam Kkecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam

mengoperasikan kendaraannya.



